
 

 

‘ 

 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR :       TAHUN 2025 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025-2029 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029; 

Mengingat : 1. 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke:tja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 6856); 

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 19 Tanggal 10 Februari 2025) 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 



 

 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2025-2029 ( 
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Privinsi Jawa Barat Nomor 45) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 

ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018-2023 {Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2021 Nomor 8); 
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Privinsi Jawa Barat Nomor 45) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Barat; 

  11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah 

Nomor…..Tanggal………..No Reg 5-119/2025) 
    

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG RENCANA 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 
2025-2029 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 

 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat; 
 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 

 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat; 



 

 

 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 
pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah Provinsi; 

 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan 
Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025, yang memuat visi, 
misi, dana rah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat; 

 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang 
merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang 

merupan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun; 

 7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanan Perangkat 
Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, sebagai penjabaran RPJMD 
dan untuk periode 3 (tiga) tahun sebagai penjabaran RPD; 

 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun 

yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan RPD 2024-
2026; 

 9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD 

Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode 3 
(tiga) tahun; 

 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD 

adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan 
dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang 

merupakan Renstra Perangkat Daerah 
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selajutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Jawa Barat. 
   

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

 
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam 
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

   
BAB III 

RUANG LINGKUP 
Pasal 3 

 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 

(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan 
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan 
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang 

disusun berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 
dan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 serta bersifat indikatif 

   

BAB IV 
SISTEMATIKA 

Pasal 4 
 

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, meliputi : 

a. BAB I : PENDAHULUAN 



 

 

  BAB I paling sedikit memuat: 
1. Latar Belakang; 

2. Dasar Hukum Penyusunan; 
3. Maksud dan Tujuan; 
4. Sistematika Penulisan. 

 
b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

  BAB II paling sedikit memuat: 
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; 
2. Sumber Daya Perangkat Daerah; 

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM 
sesuai dengan tupoksinya); dan 

4. Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelompok 
Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah). 

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai 

dengan kondisi daerah, seperti 
a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila 

ada), contoh: Polsek, Koramil, merupakan mitra Pd Kecamatan; 

b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah 
(apabila ada), contoh : PDAM sebagai unsur BUMD yang sering 

membantu Dinas PU/Perkim; dan 
c. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat 

Daerah (apabila ada). 

 
c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

  Bab III paling sedikit memuat : 

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Koat Tahun 2025-
2029; 

2. Sasaran Renstra PD Provinsi /Kabupaten/Kota Tahun 2025-
2029; 

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran 

Renstra PD Tahun 2025-2029; dan 
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan 

sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029. 
 

d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 
  Bab IV paling sedikit memuat: 

1. Uraian Program; 

2. Uraian Kegiatan; 
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu 

indikatif; 
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program 

prioritas Pembangunan daerah; 

5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD 
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Perangkat Daerah; dan 
6. Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). 

 
 

e. BAB V : PENUTUP 

  Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substantial kaidah 
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan Evaluasi terhadap 

perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan 
pemerintahan daerah 
 

   



 

 

 
 

 
 

BAB V 

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan 
Pasal 5 

 
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2025-2029 dilakukan dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut : 

a. Persiapan Penyusunan; 
b. Penyusunan Rancangan; 

c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik; 
d. Perumusan Rancangan Akhir; 
e. Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah; dan 

f. Penetapan. 
   

BAB VI 

ISI DAN URAIAN 
Pasal 6 

 
Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Gubernur ini. 
   

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 7 

   
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. 
   

  Ditetapkan di Bandung 
  pada tanggal       Oktober 2025 
   

  GUBERNUR JAWA BARAT, 
   
   

   
   

   
  DEDI MULYADI 
Diundangkan di Bandung 

pada tanggal       Oktober 2025 
   

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT, 

   

   
   
   

   
HERMAN SURYATMAN 

 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN         NOMOR 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT 

NOMOR 23 TAHUN 2025 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH TAHUN 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH TAHUN 2025-2029 
 


